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MOTTO
Segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Meski kadang kita tak
mengerti alasannya, tapi dia selalu memberikan sebuah pelajaran.
Kadang masalah adalah sahabat terbaikmu Mereka buatmu jadi
lebih kuat, dan buatmu menempatkan Tuhan di sisimu yang paling
dekat.
Menangis mungkin bukan solusi tapi terkadang dapat menjadi obat
penenang.
Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih
sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan.
Temani Hamba selalu dalam menjalani hari-hariku Tuhan, mulai
dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Hamba takut
menjalani ini semua tanpamu. Peluk hamba ya Allah…
SKRIPSI ini  penulis
persembahkan teristimewa untuk
kedua orang tua terkasih BASRI
JAMAL & MURIATI, adik
kebanggaanku (Jamaluddin,
Indriani & Masyita) serta orang-
orang yang telah menyayangiKu
vKATA PENGANTAR
Alhamdulillah…!!!
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan
Karunia–Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam
serta shalawat tak henti – hentinya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad
SAW, nabi yang telah membawa kita dari alam yang tidak ada kedamaian
menjadi alam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.
Penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros“
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satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Politik
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Hasanuddin Makassar.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan
ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan saran dan kritik yang membangun serta berguna untuk
penyempurnaan selanjutnya..
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima
masukan, bimbingan dan bantuan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan segala hormat kepada :
1. Kedua orang tua terkasih. Muriati dan Basri Jamal atas segala
kasih sayangnya kepada penulis yang tak henti – henti mendoakan
dan mensupport penulis.
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Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
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10.Keluarga besar KSR PMI Unit Kab. Maros, K’Azis, K’Adi, K’daus,
K’DJ, K’Rio, K’Eda, Semua LettingKu (Rijal, Anci, Ahmad, wawan,
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ABSTRAKS
NURKUMALA SARI, NIM E12110905, IMPLEMENTASI TUGAS
DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN MAROS, dibawah bimbingan Prof. Dr. H.
JUANDA NAWAWI, M.Si, sebagai Pembimbing I dan H. SUHARDIMAN
SYAMSU, S.Sos, M.Si, sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang
implementasi tugas dan fungsi, keberadaan, serta faktor pendukung dan
penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Maros.
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan
data dilakukan menggunakan teknis field research (penelitian lapangan),
library research dan penelusuran data on line. Data dikumpulkan dari
berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau
menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik
data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data
sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, implementasi
tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten
Maros belum berjalan dengan optimal dapat dilihat dari sarana dan
prasarana yang kurang memadai, penyebar luasan peta rawan bencana
yang belum terlaksana dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana yang belum maksimal. Kedua, Keberadaan
BPBD di Kabupaten Maros hampir tidak diketahui oleh masyarakat
disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan kegiatan terjun langsung ke
masyarakat. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat : Faktor
pendukung implementasi tugas dan fungsi BPBD di Kabpaten Maros yaitu
adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, banyaknya instansi dan
organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana. Faktor
penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai,
pengangkatan ketua badan yang tidak berdomisili di Kabupaten Maros,
sumber daya manusia yang tidak berkompoten dibidang penanggulangan
bencana, BPBD sebagai lembaga baru.
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ABSTRACT
Nurkumala Sari, NIM E12110905, Job Implementation and
Function of Disaster Mitigation of Maros Regency, under supervised
by Prof. Dr. H. JUANDA NAWAWI, M.Si, as the First Supervisor and H.
SUHARDIMAN SYAMSU, S. Sos, M.Si as the Second Supervisor.
The Research ain to obtain the overview about job implementation
and function, the existence, and also the support and obstacle factor of
disaster mitigation of Maros Regency.
Type of research is a descripted research. The data obtain by
technical field research, library research, and online data surfing. Data is
collect from multiple resource until the data is required. Thorough data can
be obtained by qualitative analyses method.
The result of research shows that first, job implementation and
function of disaster mitigation of Maros Regency are not optimal. We can
see that from the structure and infrastructure is not adequate. The
publication of susceptible disaster map is not done yet and the
coordination of the implementation program is not optimal yet. Second, the
existence of disaster mitigation of maros regency almost not the notice by
society. It’s happen because the socialitation and the event direct to the
society are not getting well. Third, support and obstacle factor by regency:
support factor of Job Implementation and Function of Disaster Mitigation of
Maros Regency are the existence of the support by regency government,
there are a lot of institution and organization participated to the mitigation
of disaster. The obstacle factor are the not required of structure and
infrastructure, the election chief of department is not live in Maros. The
human resources from the disaster mitigation of Maros Regency haven’t




Sadar akan posisi sebagai “negara bencana”, maka pemerintah
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai
perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana,
BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun
2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang - Undang yang
sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah
nondepartemen setingkat menteri.
Pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007
mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. Berdasarkan
hal diatas maka pemerintah kabupaten Maros mengeluarkan peraturan
daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros.
Dua tahun setelah dibentuknya BPBD Kabupaten Maros, Maros
pun harus menghadapi peristiwa banjir diawal tahun 2013. Hal ini
2memang sudah disinyalir dari sejak lama bahwa pengerukan sungai
Maros sangat dibutuhkan, agar terjadi kesinambungan saluran sanitasi
menuju ke laut, sungai induk (sungai Maros) memang sempat menjadi
tempat penambangan pasir, namun hal ini tidak terkoordinir dengan baik,
sehingga terdapat bagian yg mengalami pendangkalan dan yang lainnya
tidak. Penambangan yang tidak terkoordinir ini adalah penyebab utama
terjadinya abrasi yang berujung pada pendangkalan sungai induk (sungai
Maros).
Kabupaten Maros adalah wilayah yang sangat strategis,
menghubungkan berbagai kabupaten, Kabupaten Maros merupakan
Segitiga Bermuda Transportasi Sulawesi Selatan. Namun karena
bencana ini Maros mengalami kerugian akibat kemacetan diperkirakan
sepanjang 4 Km, tak hanya itu kerugian pun di derita dari berbagai pihak,
baik warga yang menempati wilayah-wilayah banjir sampai di Pedesaan
(Wilayah Sawah dan peternakan, serta Pertambakan) sampai pada
warga yang tinggal di wilayah pegunungan (Kec. Camba, Mocongloe dan
Tanralili), Di daerah Bantimurung yakni tepatnya daerah Bontosunggu,
kondisi banjir yang meluap sampai melahap peternakan ayam milik
warga, hal ini merupakan kali pertama terjadi di daerah tersebut, para
warga berargumen bahwa penyebab utama terjadinya banjir di wilayah
Bontosunggu karena tahun ini dibangun sebuah pabrik Orang Tua Group,
3sehingga hilangnya beberapa meter persegi tempat penyerapan air
(sawah), yang tidak di imbangi dengan saluran pembuangan (sanitasi)
yang baik. Kerugian sementara yang dapat dihitung sekitar 12.000 Ekor
Unggas Mati, Padi yang ditanam sekitar 2 minggu telah terendam air
selama 4 hari, dan pertambakan warga yang terkena imbas air bah dari
anak sungai induk Kab. Maros ini terancam mengalami gagal panen.
Tak hanya itu, kabar berita dari Kecamatan Camba, yang sekitar
70% dataran tinggipun mengalami kejadian yang sama, warga
mengatakan bahwa selama berpuluh-puluh tahun mereka menetap di
tempat tersebut, baru kali ini mendapatkan banjir setinggi ini. Tak dapat di
pungkiri bahwa curah hujan yang cukup deras juga merupakan faktor
utama kondisi ini, efek dari cuaca yang susah untuk di prediksi,
merupakan efek dari pemanasan global (Global Warming), bencana alam
ini tak hanya sampai disitu saja, jalanan masuk ke situs purbakala Leang-
Leang pun tak luput dari terjangan air, aliran air yg deras bisa saja
menghanyutkan warga/kendaraan yang melintas.
Bahkan Terdapat Laporan bahwa 1 orang meninggal yang
mencoba menerobos air bah yang menerjang ke jalan poros Makassar-
Maros, jalur transportasi utama penghubung antara Maros-Makassar-
Pangkep-Bone, 3 orang terseret arus dari jalur penghubung terminal
maros ke perumnas tumalia, beruntungnya korban ditemukan setelah
4pencarian beberapa lama melewati beberapa hektar lahan yang di
tempati air bah (di belakang kantor bupati Maros) oleh tim SAR setempat,
korban ditemukan terdampar di tembok kantor pajak kabupaten Maros,
meskipun harus kehilangan kendaraan yang di tumpanginya, ketika
diterjang air bah dari arah timur, menerjang jalan yang dilewati korban.
Meski tak sedikit yang mengalami kerugian, ada beberapa
orang/penduduk yg memanfaatkan bencana ini dan merasa bahwa
bencana ini membawa berkah bagi mereka, yakni pedagang makanan
dan minuman, dikarenakan pengungsi dari dalam dan luar kota banyak
yang mengungsi di mesjid besar Al Markas Kab. Maros dan masih
menunggu bantuan dari pemerintah daerah setempat.
"Apa yang terjadi di Kab. Maros adalah cerminan diri dan cerminan
dari sebuah kebijakan yang tidak berdasar kepada Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), Banjir yang terjadi hampir setiap tahun (bukan
hanya di daerah perkotaan, melainkan daerah-daerah yang Sudah
menjadi langganan Banjir) seharusnya menjadi pelajaran kepada kita
sehingga kita dapat membuat sebuah kebijakan yang sifat preventif
(pencegahan) untuk meminimalisir Musibah.
Pembelajaran yg sangat berarti bagi semuanya, bahwa apa yang
ada dan terjadi saat ini adalah ulah kita sendiri, dan sudah sepatutnya
5menjadi pedoman kita kedepan agar mampu melihat dengan bijak
pembangunan masa akan datang yang harus sinergi dengan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Kejadian ini mungkin teguran dan himbauan
agar setiap manusia bisa lebih bijak dalam mempergunakan dan menjaga
alam.
Sudah sepatutnya masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya
BPBD sudah mengambil langkah untuk meminimalisir dampak dari
terjadinya musibah ini. Dari tahun ketahun Maros bisa dikatakan
langganan banjir, artinya kita sudah mempunyai gambaran untuk
mengambil langkah antisipasi. Namun yang terjadi musibah di awal tahun
2013 mengejutkan seluruh warga kabupaten Maros, karena musibah ini
bukan hanya didaerah yang langganan banjir tiap tahunnya tapi hampir
seluruh wilayah Kabupaten Maros.
Padahal BPBD Kabupaten/kota yang mempunyai kontijensi
bencana dianggap telah tanggap dalam menghadapi bencana. Tanggap
dalam arti mampu membaca situasi misalnya dengan mendirikan posko
siaga bencana. Berdirinya posko siaga bencana, BPBD dapat melibatkan
seluruh instansi serta menaungi / menahkodai instansi – instansi yang
turut andil dalam penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, TNI,
POLRI, PRAMUKA, dan lain – lain. Sehingga manajemen
6penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar karena adanya
koordinasi yang baik.
Peristiwa Banjir yang terjadi diawal tahun 2013 memperlihatkan
bahwa betapa kurangnya koordinasi yang terbangun dalam pelaksanaan
penanggulanagan bencana. Hampir semua instansi hadir pada saat itu
dengan maksud ingin membantu dalam bencana banjir pada saat itu
namun yang terlihat dilapangan hampir semua kegiatan penanggulangan
bencana tidak berjalan. BPBD langsung ke masyarakat untuk Assesment.
PMI, TNI dan Polisi pun melakukan hal yang sama. Lembaga mahasiswa
hanya diam di posko tanpa tahu apa yang mesti mereka lakukan hingga
akhirnya memutuskan untuk ke rumah masing–masing. Walaupun
semuanya ditunut untuk memperoleh data tentang korban bukan berarti
semuanya harus assessment, semuanya bisa saja mendapatkan data
yang akurat meski hanya satu yang menangani assessment dan yang
lain melakukan hal urgent lainnya ketika koordinasi berjalan dengan baik.
Itu salah satu contoh kecil bagaimana pentingnya sebuah koordinasi di
dalam penanggulangan bencana. Koordinasi berjalan dengan baik maka
penanganan korban bencana pun dapat segera tertangani sesuai dengan
salah satu prinsip penanggulangan bencana “bertindak cepat dan akurat”.
Dari pengamatan awal yang penulis lakukan bahwa BPBD
Kabupaten Maros belum mampu menahkodai / memimpin dalam
penanggulangan bencana terbukti pada penanggulangan bencana banjir
7diawal tahun 2013 yang terjadi di Kabupaten Maros. BPBD kabupaten
Maros yang harusnya mengatur dan memenej penanggulangan bencana
sebagai badan yang menaungi semua instansi namun dilapangan tidak
terlihat sosok sang pemimpin. Bahkan masing–masing instansi
menjalankan sesuai dengan kebijakannya sendiri tanpa ada yang
mengarahkan. Sangat Nampak bahwa tidak ada koordinasi yang
terbangun didalam penanggulangan bencana banjir tersebut.
Oleh karena itu penulis menganggap bahwa penulisan makalah
yang berjudul “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros” sangat
penting untuk diteliti. Karena hal – hal yang telah dijelaskan diatas.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Kabupaten Maros dalam penanggulangan
bencana Banjir ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi implementasi tugas dan
fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros
dalam penanggulangan bencana banjir?
8C. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Maros dalam
penanggulangan bencana banjir diawal tahun 2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor pendukung dan
penghambat implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Kabupaten Maros  dalam penanggulangan
bencana banjir di awal tahun 2013
D. Manfaat Penelitian
Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah khususnya di Kabupaten Maros dalam implementasi
tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi
pembaca dan peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu
untuk mengkaji masalah – masalah yang berhubungan dengan




Konsep Implementasi menurut (Ripley & Franklin, 1986: 4; Shafritz
& Russell, 1997: 58) :
“Implementasi dapat diartikan sebagai proses yang terjadi setelah
sebuah produk hukum dikeluarkan yang memberikan otorisasi
terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu.
Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan
oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan
dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-
tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, terutama
birokrasi, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu
demi tercapainya suatu tujuan”.
Jadi implementasi lahir setelah adanya aturan, sebagai tolak ukur
keberhasilan suatu tujuan.
B. Pengertian Bencana
Di bawah ini akan dijelaskan tentang pengertian – pengertian yang
sering dijumpai pada saat terjadi bencana (istilah yang berhubungan
langsung dengan bencana)
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam (faktor alam) dan non alam (faktor manusia) yang
mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan
lingkungan kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.
Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami,
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gunung meletus, banjir, tanah longsor, dll yang mengakibatkan timbulnya
korban manusia, harta benda, kerusakan sarana dan prasarana,
lingkungan hidup.
Konflik sosial adalah pertentangan fisik antara dua pihak atau lebih
yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset kelompok masyarakat,
timbulnya rasa takut, terancamnya keamanan, ketentraman, keselamatan
dan atau terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan sosial
masyarakat.
Bencana konflik (bencana sosial) adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang diakibatkan konflik sosial oleh antar kelompok atau
komunitas masyarakat yang menimbulkan penderitaan, gangguan
hubungan sosial, tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda
dan korban jiwa manusia.
Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik,
ekonomi dan tekhnologi disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan
berkurangnya kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
Penanggulangan bencana adalah keseluruhan aspek
perencanaan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan
pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup
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pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan
pemulihan kondisi akibat dampak bencana.
Kegiatan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi.
Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencana disuatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Tanggap darurat bencana adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera padasaat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan
dan evakuasi korban, harta benda, serta pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana.
Bencana menurut BPBD adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non
alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.
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Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007, Bencana
merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana,
kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian.
C. Pengertian BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan
bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan
berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi
Nasional
D. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA
Nomor 10 tahun 2010
1. Tugas BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA Nomor 10 tahun
2010 Pasal 4
a. Menetapkan pedoman & pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
merata.
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
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c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana.
d. Menyusun & menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Fungsi BPBD Kabupaten Maros berdasarkan PERDA No. 10 tahun
2010 pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan
Bencana Daerah memiliki fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif
dan efisien.
b. Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.
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E. Jenis – Jenis Bencana Alam
1. Tanah longsor
Tanah longsor adalah tanah yang bergerak karena tidak stabil
dalam jumlah besar dan terjadi secara perlahan – lahan atau tiba –
tiba. Bencana tanah longsor dapat mengakibatkan hilangnya nyawa,
kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga
pemerintahan.
2. Banjir
Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi
permukaan tanah, dengan ketinggian melebihi batas normal. Bencana
banjir mengakibatkan hilangnya nyawa, kerugian harta benda bahkan
melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.
3. Letusan gunung api
Letusan gunung api adalah suatu peristiwa alam yang
disebabkan oleh meningkatnya aktifitas endapan magma di dalam
perut bumi. Bencana letusan gunung api mengakibatkan hilangnya
nyawa, kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian
hingga pemerintahan.
4. Kebakaran
Kebakaran adalah api yang tidak terkendali menyebabkan
kebakaran. Bencana kebakaran mengakibatkan hilangnya nyawa,
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kerugian harta benda bahkan melumpuhkan perekonomian hingga
pemerintahan.
5. Gempa
Gempa adalah suatu peristiwa alam yang menimbulkan
getaran pada lempeng atau permukaan bumi. Gempa bisa terjadi
karena adanya pergerakan kerak atau lempeng bumi. Bencana
gempa mengakibatkan nyawa, kerugian harta benda bahkan
melumpuhkan perekonomian hingga pemerintahan.
6. Perubahan iklim
Meningkatnya suhu rata – rata permukaan bumi menyebabkan
terjadinya perubahan pada unsure – unsure iklim lainnya. Seperti
naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta
berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya
merubah pola iklim dunia. Akibat perubahan iklim menimbulkan
beragam bencana alam lainnya, seperti : banjir, gempa, tanah
longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
F. Membangun Masyarakat Tanggap Bencana
Kenyataan bahwa keadaan geografis Indonesia yang tidak
diantisipasi oleh masyarakat. Akibatnya, bencana selalu mengakibatkan
korban jiwa dalam jumlah besar. Untuk menyiasati hal tersebut, yang
harus dilakukan oleh pemerintah  adalah memebangun dan mendidik
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masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana yang akan dan
yang sedang terjadi. Adapun beberapa hal yang dapat disosialisasikan
dan dilatihkan ke masyarakat antara lain adalah :
1. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Pemerintah sebaiknya menyediakan system peringatan dini
(misalnya sirine, detector, alat komunikasi, dan lain – lain)yang dapat
diandalkan terutama didaerah yang rawan bencana. Sehingga saat
bencana terjadi, masyarakat langsung tahu apa yang harus dilakukan
pemerintah, khususnya yang terkait dengan bencana yang datangnya
secara bertahap/ ada tanda sebelum terjadinya.
2. Penyelamatan Diri (Evakuasi)
Penyebab timbulnya korban dengan jumlah yang cukup banyak
adalah ketidaksiapan saat terjadi bancana sehingga muncul
kepanikan. Masyarakat perlu diberikan pelatihan mengenai cara –
cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Sebenarnya di
Indonesia banyak perusahaan tambang dan minyak yang selalu
menekankan pentingnya keselamatan pekerjanya. Tentu saja hal ini
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai mitra kerjasama.
3. Pengetahuan Medis
Pengetahuan tentang teknik pertolongan pertama pada korban
bencana (P3/ First Aid) juga perlu diberikan kepada masyarakat.
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Ketika bencana terjadi, tenaga medis adalah suatu kebutuhanyang
bersifat mendesak. Sering kali ketika didapati korban dalam jumlah
yang cukup besar dan butuh penanganan secepatnya, rumah sakit
tidak mampu menampung dan merawat seluruhnya dengan cepat
karena terbatasnya fasilitas dan tenaga medis disana.
Hal ini pernah dirasakan saat gempa Yogyakarta tahun 2006
silam yang menelan korban lebih dari 5000 jiwa. Karena banyaknya
korban yang membutuhkan pertolongan , semua rumah sakit menjadi
overload sehingga banyak korban–korban yang terpaksa diletakkan
dihalaman sampai kelapangan parker rumah sakit. Maka dari itu, jika
masyarakat sudah terlatih untuk memberikan pertolongan pertama,
diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban meninggal, misalnya
dengan menghentikan perdarahan yang terjadi dan sebagainya.
4. Tanggap Darurat
Ketika bencana terjadi, bantuan logistik pangan baru
berdatangan sekitar 12 jam pasca bencana terjadi dan ini belum
terdistribusi ke seluruh wilayah bencana. Ada baiknya jika setiap desa
yang rentang bencana memiliki semacam tempat penyimpangan
logistik bencana, yang dpat dipakai untuk bertahan ketika bencana
terjadi sambil menunggu datangnya bantuan logistik dari pemerintah.
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5. Rehabilitasi Pasca Bencana
Untuk meminimalisir kerusakan pasca terjadinya bencana,
pengetahuan mengenai struktur bangunan tahan bencana juga perlu
diberikan kepada masyarakat yang berada pada daerah rentang
bencana. Harapan ke depan adalah menurunnya jumlah kerusakan
bangunan dan korban jiwa akibat kerusakan – kerusakan tersebut.
G. Tujuan Penanggulangan Bencana
1. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan; dan
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
19
H. Prinsip – prinsip dalam Penanggulangan Bencana
1. Cepat dan Akurat – Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat”
adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
2. Prioritas – Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa
apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat
prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
3. Koordinasi – Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah
bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung.
4. Keterpaduan – Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah
bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan
saling mendukung.
5. Berdaya Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna”
adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
6. Berhasil Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna”
adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil
guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
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7. Transparansi - Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah
bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
8. Akuntabilitas – Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah
bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
9. Kemitraan
10.Pemberdayaan.
11.Nondiskriminasi – Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi”
adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku,
agama, ras, dan aliran politik apa pun.
12.Nonproletisi – Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa
dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan
darurat bencana.
I. Kerangka Konsep
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 maka
dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai
perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana.
Agar penanggulangan bencana dapat terakomodir dengan baik maka
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ditiap daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Maka
dari itu pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan PERDA No. 10
tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Maros. Di dalam Perda tersebut disebutkan
bahwa BPBD Kabupaten Maros adalah perangkat daerah Kabupaten
yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik apabila
dalam pelaksanaannya dibarengi dengan prinsip kerja atau kewajiban
yang harus dimiliki seseorang / sebuah lembaga dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Dengan begitu implementasi tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros dapat
diketahui apakah implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Maros.
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Skema Kerangka Konseptual
UU Nomor 24 tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008
PERDA Nomor 10 tahun 2010
tugas dan fungsi BPBD
Kabupaten Maros
Prinsip – prinsip dalam
penanggulangan bencana






Tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini
yaitu di kabupaten Maros.
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana
penulisan ini, maka penulis memfokuskan lokasi penelitian pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Pemilihan lokasi penelitian ini atas
dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas
dalam penulisan proposal ini.
B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden/subjek
penelitian melalui wawancara langsung dengan responden dan
observasi / pengamatan.
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen
dan referensi yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.
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2. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk
mengumpulkan bahan – bahan yang berhubungan dengan penelitian
yang dapat berupa data, gejala maupun informasi yang sifatnya dapat
dipercaya, valid dan objektif.
Dalam rangka pengumpulan data penulis menggunakan
tekhnik pengumpulan data dengan cara :
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara
langsung mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah
ditentukan.
b. Study Kepustakaan yaitu dengan membaca buku, majalah, surat
kabar, dokumen, undang – undang dan media informasi yang lain
yang ada hubungannya dengan Implementasi Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDPD) di Kabupaten
Maros.
c. Informan
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.
Sulawesi Selatan. (wawancara tidak dilakukan karena penulis
menganggap bahwa data yang penulis butuhkan telah
terpenuhi dan juga penulis menganggap kurang tepat untuk
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dijadikan informan karena Beliau tidak terjun langsung ke
lapangan.
2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros
3) Staf Badan Penanggulangan Bancana Daerah Kab. Maros
(dalam hal ini, koordinator bidang kedaruratan dan logistik).
4) Instansi lain yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Maros
5) Masyarakat yang terkena bencana
C. Definisi Operasional
Guna menghindari terjadinya salah interpretasi maka hal – hal
yang akan dianalisa dalam penelitian ini ditentukan beberapa batasan
penelitian dan fokus penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa
indikator sebagai berikut :
1. Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
dimaksud yaitu :
a. Tugas
1) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang –
undangan.
Maksudnya peralatan – peralatan standar minimal yang harus
dimiliki Badan / instansi dalam penanggulangan bencana
seperti yang tercantum dalam Peraturan BNPB No. 17 tahun
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2009 tentang pedoman standarisasi peralatan penanggulangan
bencana.
2) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana.
Maksudnya BPBD Kab. Maros membuat peta rawan bencana
Kab. Maros serta menyebarluaskannya, paling tidak disetiap
kecamatan ada satu dan instansi yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:
1) Pengkoordinasian Pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
BPBD kabupaten Maros sebagai perpanjangan tangan
pemerintah melakukan koordinasi keseluruh instansi yang
terkait dengan melakukan rencana – rencana pra bencana,
saat bencana dan pasca bencana. Agar risiko bencana dapat
diminimalisir.
2. Penanggulangan bencana yang dimaksud adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap bencana
dan rehabilitasi.
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a. Kegiatan pencegahan bencana dapat berupa Kesiapsiagaan
ataupun mitigasi. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna. Sedangkan Mitigasi adalah serangkaian upaya
untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik
maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
b. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani
dampak buruk yang ditibulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
c. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana.
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3. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat yang dimaksud
a. Faktor pendukung :
1) Banyaknya instansi/organisasi yang turut andil dalam
penanggulangan bencana. Menjadi salah satu factor
pendukung karena dapat mempermuda terlaksananya
penanggulangan bencana. Karena organisasi/instansi tersebut
mempunyai keahlian masing – masing dan mempunyai
beberapa relawan yang berkompoten dibidang
penanggulangan bencana.
2) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Maros. Adanya
dukungan dari pemerintah Kabupaten Maros merupakan salah
satu kunci dari kemajuan BPBD karena anggaran BPBD
bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
b. Faktor penghambat
1) Sumber daya manusia yang berkompoten dibidang
penanggulangan bencana. BPBD Kab. Maros harusnya
merekrut relawan yang berkompoten dalam penanggulangan
bencana sehingga relawan–relawan tersebut tidak lagi
membutuhkan pelatihan ini dan itu.
2) Ketua Badan tidak berdomisili di kabupaten Maros. Ketua
BPBD seharusnya adalah orang yang mengetahui keadaan
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wilayah di Kabupaten Maros, bukan malah orang yang tidak
berdomisili di Kabupaten Maros.
3) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
Sarana dan prasarana yang kurang memadai tentu menjadi
salah satu penghambat bagi terlaksananya penanggulangan
bencana.
D. Analisis Data
Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara deskriftip




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Maros
Gambar 1 Peta Kabupaten Maros
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah
kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama
Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat
nama lain daerah ini, yaitu Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga
nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat
melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam
mengisi pembangunan daerah.
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Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan yaitu kecamatan
Bontoa, Lau, Camba, Maros Baru, Marusu, Bantimurung, Mandai,
Simbang, Tompobulu, Turikale, Tanralili, Moncongloe, Cenrana, Mallawa.
1. Keadaan Geografis Wilayah Penelitian
Kabupaten Maros terletak di bagian Barat Sulawesi Selatan
antara 40045’-50007’ Lintang Selatan dan 1090205’-129012’ Bujur
Timur yang berbatasan dengan:
Sebelah Utara   : Kabupaten Pangkep
Sebelah Selatan : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
Sebelah Timur   : Kabupaten Bone
Sebelah Barat    : Selat Makassar
Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km2 yang secara
administrasi pemerintahanya terdiri dari 14 kecamatan dan 103
Desa/Kelurahan.
2. Keadaan penduduk
Penduduk di Kabupaten Maros berdasarkan sensus penduduk
tahun 2011 berjumlah 319.002 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan
dengan Jumlah penduduk terbesar yakni 41.294 jiwa yang mendiami
Kecamatan Turikale.
Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin
perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-
laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil
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dari 100. Namun di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Tanralili, rasio
jenis kelamin Laki-Laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan
jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut lebih besar dari
penduduk perempuan
Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi ditemukan di
Kecamatan Turikale. 1.380 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di
Kecamatan mallawa, 45 jiwa/km2.
Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
No. Kecamatan Jenis Kelamin
Laki- laki Perempuan Jumlah
01. Mandai 17.605 17.556 35.161
02. Moncongloe 8.545 8.712 17.257
03. Maros Baru 11.617 12.223 23.640
04. Marusu 12.404 12.819 25.223
05. Turikale 19.790 21.504 41.294
06. Lau 11.865 12.343 24.208
07. Bontoa 12.920 13.630 26.550
08. Bantimurung 13.265 14.552 27.817
09. Simbang 10.539 11.462 22.001
10. Tanralili 12.961 12.140 25.101
11. Tompobulu 6.727 6.944 13.671
12. Cenrana 6.049 6.474 12.523
13. Camba 6.510 7.124 13.664
14. Mallawa 5.138 5.554 10.692
Jumlah 155.965 163.037 319.002
Sumber: BPS Kabupaten Maros, 2011
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3. Sarana pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya
manusia suatu Negara akan menentukan karakter dari pembangunan
ekonomi dan sosial. Di Kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan
pendidikan pemerintah Kabupaten Maros menerpkan berbagai
metode salah satunya dengam memanfaatkan teknologi online.
Perpustakaan online merupakan metode praktis yang
dilakukan, dimana sasaranya adalah siswa-siswi sebanyak 23 ribu
yang bisa diakses oleh anak sekolah dengan sekali klik. Sebanyak 23
ribu jenis buku akan disiapkan dalam bentuk file sehingga anak
sekolah dapat mengakses buku tersebut. Pelayanan internet tersebar
di 14 kecamatan di Kabupaten Maros
Sumber: Maroskab.go.id
Di Kabupaten Maros terdapat beberapa sekolah dengan
berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA Untuk tingkat
SMA/SMK terdapat 36 sekolah, SMP 93 Sekolah, dan SD sebanyak
255 sekolah.
Sumber: Diknas Pendidikan Kabupaten Maros 2011
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4. Sarana Kesehatan
Pada tahun 2011 Kabupaten Maros terdapat 3 rumah sakit, 2
rumah bersalin, 14 puskesmas, 392 posyandu, 4 balai kesehatan, 34
pustu, 61 poskesdes dan 2 polindes
5. Agama
Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat
dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat
peribadatan umat Islam yang berupa masjid, langgar/mushalla pada
tahun 2011 masing-masing berjumlah 597 dan 47. Tempat
peribadatan untuk umat Kristiani dan katolik sebanyak 18 yang
terdapat di 7 Kecamatan.
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Tabel 2
banyaknya penduduk berdasarkan Kecamatan dan Agama
Tahun 2011
Kecamatan Islam Katolik Kristen Hindu Budha Jumlah
Mandai 34.570 63 514 7 7 35.161
Moncongloe 16.971 31 249 3 3 17.257
Maros Baru 23.436 43 351 5 5 23.840
Marusu 24.798 45 370 5 5 25.223
Turikale 40.602 73 603 8 8 41.294
Lau 23.800 43 356 5 4 24.208
Bontoa 26.103 47 390 5 5 26.550
Bantimurung 27.346 50 409 6 6 27.817
Simbang 21.629 39 324 5 4 22.001
Tanralili 24.677 45 369 5 5 25.101
Tompobulu 13.441 24 201 3 2 13.671
Camba 12.312 22 184 3 2 12.523
Cenrana 13.433 24 201 3 3 13.664
Mallawa 10.512 19 157 2 2 10.692
Jumlah 313.630 568 4.678 65 61 319.002
Sumber: BPS  Kabupaten MAROS, 2011
36
B. Keadaan Umum Daerah yang Terkena Bencana Banjir diawal Tahun
2013 di Kabupaten Maros
1. Kecamatan Turikale
Gambar 2 Peta Kecamatan Turikale
a. Keadaan Umum
Kecamatan Turikale merupakan daerah yang bukan pantai
yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari tujuh daerah wilayah
administrasi yang ada mempunyai topografi dataran rendah
dengan ketinggian rata-rata 472 m2 diatas permukaan laut.
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Dari jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan
Turikale, maka dapa dikatakan cukup memadai.dari tujuh kelrahan
yang ada telah terdapat dua buah puskesmas/pustu dan satu buah
rumah sakit.
Sektor pertanian khususnya padi sawah masih menjadi
mata pencaharian utama bagi penduduk di Kecamatan Turikale.
Dari luas Kecamatan Turikale seluas 2.993 Ha terdiri dari lahan
sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah yang diusahakan
untuk pertanian merupakan sawah berpengairan teknis seluas 485
Ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 490 Ha. Selebihnya lahan
bukan sawah yang terdiri dari Ladang/tegal 28 Ha, Kolam/tambak
95 Ha, Perkebunan 2 Ha dan lainnya 37 Ha. Selain lahan yang
diusahakan untuk pertanian terdapat 673 Ha digunakan sebagai
perumahan/pemukiman, 862 Ha industri/kantor/pertokoan, 321 Ha
lainnya.
b. Batas wilayah
Kecamatan Turikale merupakan daerah bukan pantai yang
sebagian besar berbentuk dataran. Dari tujuh daerah wilayah
administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah
dengan ketinggian rata – rata 472 meter diatas permukaan laut.
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Luas kecamatanTurikale sekitar 29,93 km2. Sebelah barat
berbatasan dengan kecamatan Maros Baru, sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung, sebelah Utara
berbatasan dengan Kecamatan Lau dan sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Mandai.
c. Luas dan Pembagian Wilayah
Luas wilayah kecamatan Turikale adalah 29,93 km 2. Turikale
adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
Indonesia. Ibukota kecamatan ini berada di Salojirang. Kecamatan










Penduduk kecamatan Turikale tahu 2011 sebanyak 44.495
jiwa, yang terdiri dari laki – laki sebanyak 20.338 jiwa dan
perempuan 24.107 jiwa. Penduduk terbanyak berada dikelurahan
Taroada sebanyak 7.454 jiwa dan terkecil 3.438 jiwa berada pada
kelurahan Raya. Kepadatan penduduk kecamatan sebesar 1.199
jiwa/km2,mayoritas warganya berasal dari suku/etnis Bugis-
Makassar.
2. Kecamatan Camba
Gambar 3 Peta Kecamatan Camba
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a. Keadaan Umum
Camba adalah sebuah Kecamatan yang terletak di
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Camba
secara geografis merupakan daerah lembah. Pada saat kita berdiri
di daerah ini dan memandang serta memutarkan badan 360
derajat yang terlihat adalah bukit dan gunung yang hijau dan
rindang. Wilayah Kecamatan Camba termasuk daerah dataran
sedang yang beriklim sejuk. Dataran Camba berada sekitar 340
meter di atas permukaan laut. Ibukota Kecamatan Camba adalah
Kelurahan Cempaniga.
Jarak udara dari Camba menuju Kabupaten Maros adalah
sekitar 32Km, namun jika ditempuh dengan jalur darat menjadi
48Km. Jarak dari Camba menuju Ibukota Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu Makassar adalah 87 Km melalui jalan darat. Dan
jarak dari Camba menuju Kabupaten Bone adalah 98Km.
Penghasilan utama dari penduduk Kecamatan Camba
selain Pegawai Negeri Sipil adalah Bertani. Hasil pertanian
bermacam-macam. Ada padi, jagung, sayur-sayuran, kacang,
cabe merah, tomat, dll. Terdapat pula banyak peternak.
Kebanyakan beternak Ayam Ras dan ada juga yang beternak
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Ayam Potong. Terdapat pula peternakan sapi. Untuk hasil
perkebunan terdapat kemiri, jati, bambu, kelapa, coklat dll.
b. Batas wilayah
Camba merupakan daerah dataran tinggi. Camba terbagi
atas delapan daerah wilayah administrasi yang semuanya
mempunyai topografi Lembah dan berbukit dengan ketinggian
terendah tiga ratus sepuluh sampai tujuh ratus lima puluh meter
diatas permukaan laut.
Luas Kecamatan Camba sekitar 145,36 Km2. Sebelah
Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkep, sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah Utara berbatasan
dengan Kecamatan Malawa dan sebelah Selatan berbatasan
dengan Kecamatan Cenrana. Jarak antara desa dengan pusat
pemerintahan kabupaten cukup jauh yaitu desa terdekat dapat
ditempuh dengan jarak sekitar 44 kilometer dan desa terjauh
dengan jarak 64 kilometer.
c. Luas dan pembagian wilayah
Luas Kecamatan Camba sekitar 145,36 Km2.Kecamatan
Camba terdiri atas dua Kelurahan dan enam Desa ,dengan jumlah
RT 86 dan Dusun/Lingkungan 28 dan Blok Sensus 45 dengan 1
Blok Persiapan.
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Kecamatan Camba terdiri atas delapan wilayah, yaitu dua
kelurahan dan enam desa dengan rincian sebagai berikut:
1. kelurahan Cempaniga








Penduduk Kecamatan Camba Tahun 2011 sebanyak
12.575 jiwa. yaitu laki-laki sebanyak 6.092 jiwa dan perempuan
6.483 jiwa. Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sekitar 94, hal ini
menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang perempuan terdapat 94
laki-laki. Penduduk terbanyak berada pada Desa Sawaru
sebanyak 2.108 jiwa dan terkecil sebanyak 1.159 jiwa berada pada
Desa Benteng. Jumlah rumah tangga sebanyak 3.344 dengan
kepadatan penduduk sebesar 86,51 jiwa/km2, mayoritas warganya
berasal dari Suku/Etnis Bugis-Makassar.
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Penduduk Kecamatan Camba sebagian besar pemeluk
Agama Islam yaitu 12.573 jiwa dan Protestan sebanyak 2 jiwa.
Fasilitas ibadah masingmasing seperti Masjid 33 buah,
langgar/surau/musallah 14 buah.
Struktur umur penduduk Kecamatan Camba baik laki-laki
maupun perempuan terbanyak tersebar mulai pada kelompok
umur antara 0-4 tahun sampai dengan 30-34 dan mulai pada
kelompok umur 35-39 mulai menurun.
C. Keadaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Maros
1. Letak dan Gambaran BPBD Kabupaten Maros
BPBD Kab. Maros memiliki dua bangunan ditempat yang
berbeda. Bangunan yang pertama berada di Jl. Pasar Ikan Kabupaten
Maros sebagai bangunan Badan yang dtempati oleh sekretariat,
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Sedangkan bangunan yang
kedua berada disamping kantor bupati Maros sebagai bangunan
posko induk yang ditempati oleh bidang kedaruratan dan logistik,
bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta unit pemadam kebakaran.
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2. Sumber Daya Manusia
Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Maros sebagai berikut :
(1) Kepala Pelaksana Badan;
(2) Sekretariat;
a. Sub Bagian Umum dan Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan;
(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
a. Sub Bidang Pencegahan;
b. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
a. Sub Bidang Kedaruratan;
b. Sub Bidang Logistik;
(5) Bidang Rahabilitasi dan Rekostruksi;
a. Sub Bidang Rehabilitasi;
b. Sub Bidang Rekonstruksi;
(6) UPT Pemadam Kebakaran;
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional;
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Semuanya berjumlah 30 orang pegawai ditambah …. Relawan.
3. Sarana dan Prasarana
Tabel 3
Peralatan Rescue BPBD Kab. Maros
No Nama Alat Jumlah Keterangan
1 Mobil Ranger 1 Unit Baik
2 Mobil Ambulance 1 Unit Baik
3 Motor Trail 4 unit Baik
4 Matras 3 buah Baik
5 Pelampung 20 buah Baik
6 Velbet 7 buah 4 baik, 3 rusak
7 Perahu karet 4 unit Baik
8 Water treatment 1 set Baik
9 Genset 2 unit Baik
10 Tenda keluarga 4 unit 3 baik, 1 rusak
11 Tenda pleton 2 unit Baik
12 Tenda regu 3 unit Baik
13 Mesin Pompa air 2 unit Baik
14 Pelampung pompa air 2 unit Baik
15 HT 1 unit Baik
16 RIG 1 set Baik
17 SSB 1 set Baik
18 Kaca mata berenang 4 buah Baik
Sumber: Bidang logistik BPBD Kabupaten Maros, 2014
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Tabel 4
Peralatan Dapur Umum BPBD Kab. Maros
No Peralatan DU Jmlh No Peralatan DU Jmlh
1 Kompor arang 7 24 Wajang tengah 1
2 Pembakaran Ikan 2 25 Wajang kecil 4
3 Kompor Gas 1 mata 2 26 Dudukan Kompor
gas
2
4 Panci besar 4 27 Selang regulator 2
5 Panci sedang/tngah 2 28 Panci 555 7
6 Ember hitam 4 29 Rak piring mini 1
7 Panci kecil 4 30 Ember biru besar 2
8 Baskom besi besar 5 31 Ember biru kecil 3
9 Baskom kecil 5 32 Mangkok kecil 2
10 Tempat nasi besar 3 33 Mangkok besar 1
11 Tempat nasi kecil 2 34 Piring besar 13
12 Tabung gas besar 2 35 Lap kompor 3
13 Ember kecil 3 36 Piring melamin 1
14 Ceret 5 37 Sendok sup 3
15 Pisau 13 38 Talangan 4
16 Tempat sendok 3 39 Celemek 7
17 Spatula 2 40 Piring plastic 4
18 Rinnai besar 2 41 Sendok nasi 3
19 Gelas melamin 18 42 Sendok makan 4
20 Ceret biasa 4 43 Kain alas panic 3
21 Tempat nasi biasa 4 44 Gelas 55 44
22 Baki 5 45 Dispenser 2
23 Wajang besar 2 46 Peralatan dapur 10
Pkt
Sumber : Bidang Logistik BPBD Kabupaten Maros, 2014
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1 Turikale 1 3 2 1
2 Maros Baru 1 - - 2
3 Lau 2 - - 1
4 Bontoa 1 - - 2
5 Mandai 1 - - -
6 Marusu 1 - - -
7 Moncongloe 1 - - -
8 Tanralili 1 - - -
9 Tompobulu 1 - - -
10 Bantimurung 1 - - -
11 Simbang 1 - - 1
12 Cenrana 1 - - 1
13 Camba 1 - - -
14 Mallawa 1 - - -




No KECAMATAN Sawah Tambak Rumah T.
Usaha
1 Turikale - - 5892 -
2 Maros Baru - - 4034 -
3 Lau 688 228 2012 -
4 Bontoa 10 115 148 -
5 Mandai 201 15 - -
6 Marusu 60 420 370 -
7 Moncongloe 60 - 117 -
8 Tanralili - - - -
9 Tompobulu 208 - 6 -
10 Bantimurung - - - 4
11 Simbang 1249 - 593 -
12 Cenrana 150 - 79 -
13 Camba 1 - 132 -
14 Mallawa 1 - 5 -
Sumber : BPBD Kabupaten Maros (Bidang Kedaruratan dan logistik), 2013
TABEL 7
Kerusakan Fasilitas






1 Turikale - - - - -
2 Maros Baru - - - - -
3 Lau - 9 - - -
4 Bontoa - - - - -
5 Mandai - - - - -
6 Marusu - - - - -
7 Moncongloe - - - - -
8 Tanralili - 1 - - -
9 Tompobulu - 2 - - -
10 Bantimurung - 4 - - -
11 Simbang 9 3 4000 4 7
12 Cenrana - 10 - - -
13 Camba - 6 - - -
14 Mallawa - 1 - - -
Sumber : BPBD Kabupaten Maros (Bidang kedaruratan dan Logistik), 2013
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D. Profil Informan
Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang dirasa perlu
dalam penelitian seperti : nama, jenis kelamin, umur, status dalam
masyarakat, pendidikan terakhir, pekerjaan/instansi dan tempat tinggal.
Dari keseluruhan informan terdapat 12 orang laki – laki dan 4 orang
perempuan. Dimana dalam menentukan informan dilakukan dengan
tekhnik bola salju (snowball sampling) dengan memilih individu di dua
kecamatan yang menurut penulis sangat perlu yaitu di kecamatan camba
yang merupakan daerah pegunungan dan di kecamatan Turikale yang
merupakan Ibu kota Kabupaten Maros dan instansi yang terlibat dalam
penanggulangan bencana pada awal tahun 2013.
1. Informan (SN)
Informan “SN” seorang laki – laki yang berusia 30 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan SN merupakan salah satu
anggota dari organisasi PMI. Pendidikan terakhir S1. Informan SN
bekerja sebagai Wirausaha. Bertempat tinggal di Kelurahan Turikale.
2. Informan (AR)
Informan “AR” seorang laki – laki yang berusia 28 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan AR merupakan salah satu




Informan “MU” seorang laki – laki yang berusia 43 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan adalah masyarakat biasa.
Pendidikan terakhir S1. Informan MU bekerja sebagai PNS di dinas
Pekerjaan Umum. Bertempat tinggal di Kelurahan Turikale.
4. Informan (MY)
Informan “MY” seorang laki – laki yang berusia 75 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan MY merupakan salah satu
Kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Turikale. Bertempat tinggal
di Kelurahan Turikale.
5. Informan (SL)
Informan “SL” seorang laki – laki yang berusia 29 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan SL merupakan salah satu lurah
yang ada di Kecamatan Camba. Pendidikan terakhir S1. Informan SL
bekerja sebagai Lurah. Bertempat tinggal di Kelurahan Cempa Niga.
6. Informan (AN)
Informan “AN” seorang laki – laki yang berusia 47 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan AN merupakan salah satu
Kepala dusun dari Kelurahan Cenrana. Informan SN bekerja sebagai
petani. Bertempat tinggal di Kelurahan Cenrana.
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7. Informan (NO)
Informan “NO” seorang Perempuan yang berusia 48 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan NO merupakan salah satu warga
di kelurahan Cenrana. Informan NO bekerja sebagai Tukang jahit.
Bertempat tinggal di Kelurahan Cenrana.
8. Informan (AA)
Informan “AA” seorang Perempuan yang berusia 17 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan AA merupakan salah satu
masyarakat Turikale. Pendidikan terakhir SMP. Informan AA bekerja
sebagai Pelajar. Bertempat tinggal di Kelurahan Turikale.
9. Informan (HM)
Informan “HM” seorang laki – laki yang berusia 66 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan HM merupakan salah satu Iman
Kelurahan. Bertempat tinggal di Kelurahan Cempa Niga..
10. Informan (MA)
Informan “MA” seorang Perempuan yang berusia 34 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan MA merupakan istri dari Ketua
KUA Kelurahan Cempa Niga. Pendidikan terakhir S1. Informan MA




Informan “RU” seorang laki–laki yang berusia 28 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan RU merupakan anggota dari
Pramuka Maros Pendidikan terakhir S1. Bertempat tinggal di
Bantimurung.
12. Informan (PA)
Informan “PA” seorang laki – laki yang berusia 30 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan PA merupakan salah satu
anggota/Staf dari BPBD.. Pendidikan terakhir S1. Bertempat tinggal di
Kelurahan Allepolea.
13. Informan (NH)
Informan “NH” seorang Perempuan yang berusia 27 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan NH merupakan salah satu
Masyarakat Turikale. Pendidikan terakhir SMA. Informan NH bekerja
sebagai Mahasiswa. Bertempat tinggal di Kelurahan Turikale.
14. Informan (FS)
Informan “FS” seorang laki – laki yang berusia 34 tahun. Lahir dan
besar di Kabupaten Maros. Informan FS merupakan salah satu
anggota masyarakat Turikale. Pendidikan terakhir S1. Informan FS
bekerja sebagai Guru. Bertempat tinggal di Kelurahan Turikale.
15.Sekertaris BPBD Kabupaten Maros
16.Koordinator bidang kedaruratan dan logistik
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E. Pendapat Masyarakat Terhadap Keberadaan BPBD di Kabupaten
Maros
Keberadaan BPBD diharapkan dapat memberikan solusi buat
masyarakat khususnya di Kabupaten Maros. Paling tidak memberikan
peringatan dini ketika akan terjadi bencana khususnya bencana banjir
sehingga kerugian dapat diminimalisir. Namun apa yang diharapkan
masyarakat tidak terjadi dilapangan, mau tidak mau masyarakat
mengatakan bahwa mereka tidak merasakan keberadaan BPBD. Seperti
yang dikatakan oleh salah satu informan anggap saja berinisial (MA).
Menurut (MA) :
keberadaan BPBD tidak pernah saya rasakan walaupun
waktu itu rumah saya terkenah banjir sampai dada, namun yang
membantu saya untuk evakuasi hanyalah masyarakat sekitar.
Semuanya tidak pernah saya duga bahwa akan banjir seperti ini,
seandainya BPBD memang ada tentunya akan memberikan
peringatan dini kepada masyarakat khususnya masyarakat
Kecamatan Camba agar kerugian dapat dikurangi/dicegah dengan
cepat.(Wawancara, 21-07-2014)
Menurut informan diatas sangat jelas bahwa dia tidak pernah
merasakan keberadaan BPBD. Dibuktikan dengan tidak adanya bentuk
perhatian BPBD kepada masyarakat yang terkenah bencana banjir
khususnya diawal tahun 2013.
Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa BPBD
sudah terbentuk di Kabupaten Maros. Padahal menurut pengakuan
BPBD, dia telah membentuk posko penanggulangan bencana di tingkat
54
Kecamatan. BPBD membentuk posko penanggulangan bencana di
empat belas kecamatan yang ada di kabupaten Maros dan ketuai sendiri
oleh camat masing – masing. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Koord. Bidang kedaruratan dan logistik (Ir. H. Halilintar). Menurut (Ir. H.
Halilintar) mengatakan bahwa :
Untuk lebih dekat dengan masyarakat maka saya telah
membentuk posko penanggulangan bencana ditiap kecamatan
dan telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Posko ini saya
bentuk agar masyarakat yang terkenah bencana dapat segera
tertolong. Posko itu saya lengkapi dengan beberapa peralatan dan
logistik.
Kami telah melakukan sosialisasi dengan mengundang
perwakilan tiap satu kecamatan diwakili oleh 25 orang, yang terdiri
dari Lurah/kepala desa, kepala lingkngan, iman desa dan
masyarakat luas.
Bahkan setelah pembentukan dan pengeluaran SK Sempat
dilakukan pertemuan atau rapat koordinasi yang dihadiri oleh 10
orang perwakilan ditiap kecamatannya. Bukan Cuma berkoordinasi
dengan instansi pemerintahan tapi juga mengundang lembaga /
organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana.
(wawancara, 22-07-2014)
Sangat jelas apa yang dikatakan oleh bapak Ir. H. Halilintar bahwa
BPBD telah berupaya untuk dekat dengan masyarakat dan
mengupayakan pertolongan sesegera mungkin.
Namun kehadiran posko itu anehnya belum diketahui oleh semua
informan yang sempat penulis wawancara. Dari empat belas informan
hanya tiga diantaranya yang mengaku mengetahui keberadaan posko
tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan dari salah
satu lembaga / organisasi yang turut andil dalam penanggulangan
55
bencana. Sebut saja inisial (AR), Menurut informan (AR) mengatakan
bahwa :
Saya tidak pernah mengetahui keberadaan posko
penanggulangan bencana yang dibentuk ditiap kecamatan. Setahu
saya jika memang betul ada posko penanggulangan bencana yang
didirikan ditiap kecamatan dan dilengkap dengan peralatan maka
ketika sudah terjadi bencana seperti misalnya kejadian yang terjadi
baru – baru ini diawal tahun 2014 maka ketika kami turun pada
waktu itu sudah ada yang lebih dulu tapi nyata tidak ada. Mungkin
itu hanya sebuah wacana yang coba dilontarkan oleh BPBD.
(Wawancara, 22-07-2014)
Pernyataan ini saling mendukung dengan apa yang dilontarkan
oleh informan yang lain dan ketidaktahuan masyarakat tentang
keberadaan BPBD. Kita juga tidak dapat menyalahkan masyarakat yang
tidak mengetahui karena masyarakat berbicara sesuai apa yang mereka
ketahui/ lihat dilapangan.
Bahkan salah satu informan mengatakan bahwa dia tidak begitu
mengharapkan bantuan dalam bentuk sembako, tapi yang mereka
butuhkan saat terjadi bencana adalah bentuk perhatian dari BPBD
sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Bagi mereka tidak ada
bantuan tidak jadi masalah, perhatian pemerintah sudah lebih dari cukup
buat mereka. Namun harapan itu belum dapat terpenuhi. Hal ini
diungkapkan oleh salah satu informan sebut saja inisial (AN). Menurut
informan (AN) mengatakan bahwa :
Saya belum merasakan keberadaan dari BPBD. Banjir
selama 3 hari,namun saya tidak pernah menemukan ataupun
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bertemu dengan BPBD. Saya mewakili warga saya bahwa yang
kami sangat butuhkan pada saat terjadi bencana adalah bentuk
perhatian dari aparatur Negara khususnya BPBD. Namun yang
memberikan kami perhatian adalah para parpol yang pada saat itu
akan diadakan pemilihan umum legislative.
Dari pembahasan informan diatas bahwa mereka tidak hanya
membutuhkan bantuan berupa sembako tapi yang mereka butuhkan
adalah support atas apa yang mereka alami. Perhatian tidak
membutuhkan dana yang banyak, sehingga pertolongan dapat dilakukan
sesegera mungkin.
BPBD harus sigap, ketika pertolongan terkendala dengan materi
maka segera lakukan pertolongan yang lain. Kerjakan sesuai
kemampuan sambil menunggu pencairan dana dari pemerintah
kabupaten atau BNPB. Karena jika menunggu cairnya dana maka itu
dapat memperlambat terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana
dan memberikan dampak yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
Hal ini diungkapkan sebut saja inisial (MU) dan (AR), menurut
(MU) dan (AR) yaitu :
Saya melihat bahwa BPBD baru turun ketika dana sudah
ada. Seharusnya ada ataupun tidak ada dana BPBD harus cepat
terjun ke masyarakat yang terkenah bencana. Kerja saja apa yang
bisa dikerja dulu sambil menunggu keluarnya dana dari
pemerintah Kabupaten seperti yang dilakukan oleh para
relawan.(Wawancara, 22-07-2014)
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Hal yang dibahas diatas didukung oleh pernyataan Koord. Bidang
Kedaruratan dan Logistik yang mengatakan bahwa :
Kami turun tidak mungkin tanpa menggunakan dana Karena
relawan yang kami terjunkan paling tidak membutuhkan dana
untuk makan dan minum.(wawancara, 22-07-2014)
Memang benar apa yang dikatakan oleh bapak koordinator bidang
kedaruratan dan logistik bahwa setiap terjun ke masyarakat tentunya
butuh dana yang diperuntukkan makan dan minum serta biaya
transportasi (bahan bakar), hanya saja disetiap lembaga pasti memiliki
dana cadangan apalagi menyangkut penanggulangan bencana. Jadi
tidak ada alasan untuk tidak memberikan pertolongan sesegera mungkin.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan tanpa harus
menggunakan biaya yang banyak, tinggal dipilah-pilah apa yang dapat
dilakukan sebelum dana dari pemerintah kabupaten dicairkan.
F. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah di Kabupaten Maros
Ada beberapa tugas dan fungsi Badan Penanggulangan bencana
daerah di Kabupaten Maros namun hanya dua dari tujuh tugas dan satu
dari tiga fungsi yang menjadi fokus utama yaitu :
1. Menetapkan Standarisasi Serta Kebutuhan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Perundang –
Undangan.
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Penanggulangan bencana banjir diawal 2013, dilihat dari segi
peralatan dapat dikatakan tidak memadai untuk melakukan tanggap
darurat bencana. hal tersebut terlihat pada evakuasi korban di
kecamatan Camba yang berada di seberang sungai, proses evakuasi
dilakukan dengan menggunakan drum. Pada saat itu BPBD
Kabupaten Maros belum mempunyai perahu karet.
Begitu halnya juga dengan logistik yang harusnya dapat
didistribusikan secepatnya, tapi karena keterbatasan perahu dan jalur
akses darat semuanya lumpuh akhirnya relawan hanya
mendistribusikan ke daerah yang masih dapat dijangkau. Untuk
daerah yang sudah tidak dapat dijangkau lagi maka, relawan harus
menunggu surutnya air dan sebagiannya lagi didistribuikan dengan
menggunakan perahu nelayan.
alat transportasi adalah salah satu penghambat pelaksanaan
tugas para relawan. Sehingga mereka bekerja tidak sesuai dengan
prinsip penanggulangan bencana. “pertolongan secara cepat dan
akurat” artinya bertindak cepat dengan mendahulukan kondisi yang
paling parah. Namun karena transportasi para relawan hanya
melakukan pertolongan didaerah yang paling mudah dijangkau
terlebih dahulu.
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Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. H. Halilintar bahwa :
Kami pada waktu itu belum punya perahu karet
sehingga evaluasi korban di kecamatan camba yang
diseberang sungai tidak dapat kami lakukan dengan cepat,
namun kami berhasil mengevakuasi dengan menggunakan
drum. (wawancara : 26-08-2014)
BPBD adalah badan yang berperan sebagai tokoh utama
dalam penanggulangan bencana tentu harus mempunyai beberapa
kesiapan sebelum terjun dalam sebuah bencana. Oleh karena itu
salah satu tugas BPBD adalah menyediakan peralatan
penanggulangan bencana.
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a. Peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kab.
Maros
Tabel 8
Peralatan PB BPBD Kabupaten Maros
No Nama Alat Jumlah Keterangan
1 Mobil Ranger 1 Unit Baik
2 Mobil Ambulance 1 Unit Baik
3 Motor Trail 4 unit Baik
4 Matras 3 buah Baik
5 Pelampung 20 buah Baik
6 Velbet 7 buah 4 baik, 3 rusak
7 Perahu karet 4 unit Baik
8 Water treatment 1 set Baik
9 Genset 2 unit Baik
10 Tenda keluarga 4 unit 3 baik, 1 rusak
11 Tenda pleton 2 unit Baik
12 Tenda regu 3 unit Baik
13 Mesin Pompa air 2 unit Baik
14 Pelampung pompa air 2 unit Baik
15 HT 1 unit Baik
16 RIG 1 set Baik
17 SSB 1 set Baik
Sumber : BPBD Kabupaten Maros (Bidang Kedaruratan dan Logistik), 2014
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b. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana sesuai
Peraturan BNPB Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman
standarisasi peralatan penanggulangan bencana
Tabel 9
Peralatan PB Berdasarkan peraturan BNPB No. 17 tahun 2009
No Nama Alat No Nama Alat
1 Tenda komando 15 Mobil dapur umum
lapangan
2 Tenda pleton 16 Mobil BBM
3 Tenda regu 17 Mobil tangki air
4 Tenda keluarga 18 Water pillow
5 Tenda posko kesehatan 19 Instalasi penjernih air
6 Mobil komando 20 Velbet
7 Mobil ambulance 21 Dapur umum
8 Mobil rescue 22 Alat komunikasi
9 Mobil operasional 23 Genset + lampu sorot
10 Mobil truk 24 Tukang kayu
11 Truk trailer 25 Tukang batu
12 Motor trail 26 Tukang eletronik
13 Mobile Water treatment 27 Vertical rescue
14 Toilet mobile 28 Mega phone
Sumber : BNPB, 2009
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c. Standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang





2 Perahu karet bermesin
3 Pelampung
4 Mesin pompa air







Sumber : BNPB, 2009
Setelah melihat dan membandingkan antara peralatan yang
dimiliki BPBD Kabupaten Maros dan standar minimal peralatan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan BNPB No. 17 tahun
2009 serta standar minimal peralatan penanggulangan bencana
apabila terjadi bencana banjir maka dapat penulis simpulkan bahwa
BPBD Kabupaten Maros memiliki peralatan penanggulangan bencana
yang sangat tidak memadai untuk digunakan dalam penanggulangan
bencana itupun hanya dilihat dari standar minimal peralatan.
Peralatan yang tidak memadai dapat mempengaruhi
implementasi tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Maros, itu hanya
ditinjau dari segi peralatan standar minimal. Sedangkan suatu
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lembaga / BPBD memiliki peralatan sesuai standar minimal peralatan
penanggulangan bencana belum dapat dipastikan mampu menunjang
implementasi tugas dan fungsinya.
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
Menurut salah satu penelitian bahwa ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pembuatan peta rawan bencana banjir yaitu :
Peta rawan bencana sudah ada sebelum penanggulangan
banjir diawal 2013 sehingga sudah dapat diperkirakan bahwa ketika
sudah masuk musim penghujan maka sebagian kecamatan yang ada
di Maros akan mengalami bencana banjir. Namun bencana yang
terjadi jauh dari apa yang sebelumnya diperkirakan. Contohnya
Kecamatan Camba yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan
karena camba merupakan daerah pegunungan namun yang terjadi
bahkan banjir yang terparah ada di Kecamatan tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ir. H. Halilintar bahwa :
Banjir diawal 2013 betul-betul diluar dugaan. Pada saat
itu kami bekerja sama dengan BMG untuk menganalisis hal-hal
yang mungkin terjadi dengan kondisi pada saat itu hujan
secara terus-menerus. Namun kekurangannya karena kami
belum sempat menyampaikan langsung peringatan dini kepada
masyarakat. Kami hanya menyampaikan kepada aparatur
dimasing-masing kecamatan dengan harapan mereka dapat
menyalurkan informasi tersebut tapi sepertinya belum
tersampaikan ke masyarakat. (wawancara : 26-08-2014)
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Karakteristik DAS sangat dipengaruhi oleh letak DAS itu
sendiri. Untuk daerah hulu dengan alur sungai yang relatif curam dan
bukit-bukit terjal, maka banjir datang dengan waktu yang sangat
singkat namun demikian pula dengan berakhirnya, karena elevasi
daerah yang relatif lebih tinggi sehingga air banjir dengan mudah
mencari alur keluar. Untuk daerah tengah banjir yang terjadi
datangnya tidak secepat pada daerah hulu, demikian pula air banjir
biasanya masih mudah untuk diatuskan keluar daerah dengan gaya
beratnya sendiri. Pada derah hilir, kemiringan dasar sungai maupun
kemiringan tanah biasanya sangat kecil dan relatif datar. Biasanya
waktu datang banjir cukup lama, namun pengatusan air genangan
juga mengalami kesulitan. Hal ini biasanya disebabkan oleh energi air
yang sudah kecil, sehingga air genangan tidak mungkin diatuskan
dengan gaya berat. Jika kondisi ini dibarengi dengan pasang surut air
laut pada kondisi tinggi, maka pengatusan air tanpa bantuan pompa,
hampir tidak mungkin. Pada daerah ini, penanganan banjir harus
mengintegrasikan pengaruh aliran banjir di sungai dengan
hidrodinamika gerakan pasang surut di laut (Luknanto, 2002).
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a. Metoda Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Sungai Yang Dangkal
Metoda pemetaan banjir di pedesaan maupun perkotaan
daerah hulu maupun hilir yang relatif dangkal, menggunakan data
sekunder peta geologi skala 1 : 100.000 sebagai dasar
pengenalan jenis batuan secara regional. Selanjutnya dengan
analisis peta topografi skala 1 : 25.000 di studio untuk
memperkirakan zona banjir dari sebuah sungai berstadia dewasa
(berkelok-kelok) berdasarkan sebaran dataran banjirnya. Dengan
bekal peta dasar minimal skala 1 : 25.000 dilakukan survai geologi
lapangan untuk mencari data primer berupa : tebal endapan aluvial
di tebing, jenis endapan aluvial di tebing, bentuk fragmen batuan,
lebar dan sebaran dataran banjir, jenis sedimen di dalam alur
sungai, kelerengan sungai.
b. Metoda Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Sungai yang Dalam
Pada lembah sungai yang dalam apalagi kelerengan dasar
sungai masih cukup besar umumnya tidak mempunyai dataran
banjir, karena air sungai tidak pernah melintasi bibir sungai, tetapi
yang ada adalah teras-teras sungai yang terjadi secara alami atau
buatan manusia untuk pemukiman. Endapan teras secara geologi
adalah sedimen yang diendapkan di kiri-kanan sungai, di dalam
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bantaran dan prosesnya terjadi saat muka air sungai tinggi ketika
ada kenaikan debit.
Untuk memetakan posisi dan koordinat pemukiman yang
ada di bantaran sungai secara cepat, lebih efektif menggunakan
interpretasi citra IKONOS / QUICKBIRD atau FOTO UDARA
dengan skala 1 : 1000 – 1 : 10.000. Daerah pemukiman yang
diperkirakan terkena banjir ditumpang tindihkan dengan kontur
tinggi banjir tertentu yang di dapat dari perhitungan hidrologi
dengan skala tertentu. Kontur tinggi banjir tertentu harus di cek di
lapangan karena akurasi kontur belum tentu benar.
Metoda pemetaan banjir yang efektif adalah hasil
perhitungan hidrologi di uji silang dengan survey geologi lapangan
terhadap teras sungai, yang di amati adalah : ketinggian endapan
teras, tebal endapan, jenis e
Endapan diplot pada peta dasar 1 : 1000 sampai 1 : 10.000.
Pada banjir yang masih baru terjadi, yaitu kejadiannya 1-3 tahun
yang lalu biasanya indikator sampah yang tersangkut di
bambu/tebing masih bisa terlihat sebagai data pengontrol bagi
hasil wawancara dengan masyarakat.
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Data yang dibutuhkan adalah data peta kontur dari peta
rupa bumi indonesia skala 1 : 25.000 dan peta DAS mencakup
seluruh daerah Kabupaten Kutai Kertanegara.
Model data yang digunakan adalah data Digital Elevation
Model (DEM). DEM ini dibuat dengan interpolasi data digital
kontur. DEM merupakan data raster atau grid yang
merepresentasikan ketinggian diatas permukaan laut.
Dari data tersebut, dapat diturunkan berbagai macam data.
Yaitu, slope (kelerengan), flow direction (arah aliran), flow
accumulation (akumulasi aliran), stream power index (index
kekuatan aliran) dan wetness index (index kebasahan).
Topographic Wetness index (index kebasahan) yang telah
dibuat diklasifikasi menjadi tingkat kerawanan banjir. Klasifikasi
yang dilakukan menjadi 5 kelas yaitu kelas sangat rawan, rawan,
agak rawan, potensial rawan dan tidak rawan.
Tingkat Kerawanan
Banjir Nilai Indek Kebasahan
Tidak Rawan 5.01 – 7.37
Potensial Rawan 7.37 – 9.73
Agak Rawan 9.73 – 12.091
Rawan 12.091 – 14.451
Sangat Rawan 14.451 – 16.812
Sumber : BMG Kabupaten Maros, 2014
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Pembuatan peta rawan bencana memang sangat perlu untuk
dilakukan khususnya peta rawan banjir. Dengan adanya peta ini maka
tindak lanjut terhadap banjir atau penanganan banjir dapat segera
dilakukan.
BPBD Kabupaten Maros sebenarnya telah memiliki peta rawan
bencana namun belum disebarkan luaskan atau di informasikan
kepada pihak-pihak yang berwenang. Sebenarnya disatu kecamatan
harus ada minimal satu peta rawan bencana.
Alasan belum disebar luaskan karena menganggap bahwa
peta tersebut belum valid. Seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris
BPBD Kabupaten Maros. Beliau mengatakan bahwa :
Peta rawan bencana memang sudah ada namun belum
kami imformasikan ke masyarakat karena menganggap bahwa
peta tersebut belum valid. Rencana kami akan mengundang
dan bekerja sama dengan salah satu ahli pemetaan.
(wawancara, 11-07-2014)
Namun beliau belum dapat mengatakan alasan mengapa
dianggap tidak valid. Dan apa dampaknya ketika hal tersebut disebar
luaskan. Hal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Maros sekarang
menunggu hasil kerja sama dengan ahli pemetaan. Peta rawan
bencana sangat penting untuk dianalisis oleh organisasi/instansi yang
turut andil dalam penanggulangan bencana. seperti harapan salah
satu informan sebut saja inisial (MA). (MA) mengungkapkan bahwa :
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BPBD ke depannya harus lebih tanggap, setidaknya
dapat memberikan kami informasi sebelum bencana terjadi
(peringatan dini). Seperti misalnya penyuluhan tentang
bencana apa yang rawan di tempat tinggal kami atau peta
rawan bencana. (wawancara,21-07-2014)
Dari pernyataan informan diatas menunjukkan kebutuhan
masyarakat tentang peta rawan bencana. Ketika semuanya belum
jelas apa alasan ketidak validan itu dan apa dampaknya, untuk
sementara waktu sebaiknya disebar luaskan, sambil menunggu hasil
kerja dari ahli pemetaan. Peta rawan bencana dapat digunakan untuk
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi peta ini memang
sangat penting untuk disebar luaskan.
Pelaksanaan tugas menyusun, menetapkan dan
menginformasikan peta rawan bencana belum dilakukan secara
maksimal oleh BPBD di Kabupaten Maros. Namun sudah mulai
berjalan secara bertahap/ sementara dalam proses.
Setelah membahas dua tugas dari BPBD maka selanjutnya akan
dibahas mengenai salah satu fungsi dari BPBD :
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Pendirian posko induk penanggulangan bencana banjir diawal
2013 yang dipusatkan di kantor bupati Maros merupakan posko
penanggulangan yang terkacau sepanjang sejarah kabupaten Maros.
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BPBD Kabupaten Maros yang merupakan badan yang boleh
dikatakan baru saja lahir, saat itu sudah harus memikul beban yang
belum mampu dilakukan. Bahkan mereka belum mengetahui apa
sebenarnya tugas dan fungsinya, dan saat itu juga sudah diberi
tanggung jawab untuk mengomandoi semua instansi dan organisasi
yang turut andil dalam penanggulangan bencana tersebut.
Organisasi yang dulunya mengomandoi penanggulangan
bencana sebelum lahirnya BPBD harusnya tidak langsung lepas
tangan begitu saja kepada BPBD, karena semua sadar bahwa BPBD
adalah badan yang baru saja dibentuk bahkan kantor yang mereka
tempati pun masih transisi pada waktu itu. Penyebaran logistik yang
tidak jelas, pembagian tugas yang tidak ada, sumber daya manusia
yang tidak dimanfaatkan dan lain sebagainya.
Tidak ada komando yang jelas menandakan bahwa koordinasi
sudah pasti tidak berjalan. Semua tugas penanggulangan
terbengkalai disaat sumber daya manusia tersedia dan tidak
dimanfaatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Koordinator
bidang kedaruratan dan logistik (Ir. H. Halilintar). Beliau mengatakan
bahwa :
Pada saat itu kami betul-betul bingung apa yang mesti
kami lakukan karena jujur kami bukan dari basic
penanggulangan, kami hanya mencoba menjalankan tugas
Negara. Kami akui bahwa pada saat itu kami ibarat bayi yang
baru saja lahir dan hanya bisa menangis ketika kelaparan.
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Kami butuh petunjuk dan pengarahan dari pemerintah daerah
ataupun instansi yang dulunya mengomandoi penanggulangan
sebelum kami ada.
Kami sebelumnya tidak punya basic penanggulangan,
maka dari itu kami harusnya diberikan pelatihan ataupun
pengetahuan sebagai pendukung dalam menjalankan tugas
kami. Karena jujur kami sudah sering mendengar suara
sumbang.
Jadi jangankan koordinasi, tugas dan fungsi badan yang
kami tempatipun pada saat itu sama sekali belum kami pahami.
(wawancara: 26-08-2014)
Ungkapan beliau diatas membuktikan bahwa koordinasi pada
saat penanggulangan bencana banjir diawal 2013 tidak ada sehingga
penanggulangan yang terlihat hanyalah sebuah kekacauan. Bukan
karena tidak mau mengadakan koordinasi namun karena ketidak
tahuan mereka tentang hal tersebut.
Padahal Koordinasi yang baik dalam penanganan bencana
dapat diartikan sebagai hubungan dan interaksi di antara berbagai
pihak yang terlibat di dalam pemberian bantuan kepada korban
bencana. Keperluan koordinasi tersebut dapat muncul di level
internasional, nasional, atau di lapangan. Tergantung kepada cakupan
bencana itu sendiri.
Tujuan utama koordinasi di dalam konteks bencana adalah
berupa efektivitas respon terhadap bencana dimaksud. Koordinasi
yang solid sering dinyatakan terbukti mampu mengurangi kerugian-
kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan sekaligus
merupakan faktor sukses utama di dalam penanganan bencana.
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Misalnya pada tanggap-darurat, sebuah tanggap-darurat yang
terkoordinasikan dengan baik merupakan faktor kunci di dalam
efektivitas tanggap-darurat terkait. Kurangnya koordinasi juga
sekaligus merupakan salah satu sebab, di antara beragam sebab
yang ada, gagalnya sebuah tanggap-darurat bencana.
Koordinasi dapat berlangsung vertikal (yaitu, di antara berbagai
pihak di berbagai level yang berbeda di dalam penanganan bencana)
maupun horizontal (yaitu, antar-pihak pada level yang sama di dalam
rantai penanganan bencana). Berkenaan dengan siklus hidup
bencana, koordinasi dapat dilakukan dengan sistem komando,
dengan konsensus, atau dengan sendirinya dan terjadi secara
otomatis. Pada tanggap-darurat yang ditandai oleh pentingnya
kecepatan. Misalnya, koordinasi dengan sistem komando merupakan
pilihan paling tepat. Pada fase rekonstruksi dan pemulihan ketika
banyak tindakan telah dilakukan sebagai respon terhadap bencana
dan banyak hal telah mulai mapan maka koordinasi dapat terjadi
secara otomatis. Dilakukan baik oleh para korban maupun berbagai
pihak yang telah hadir sebelumnya sebagai bagian dari respon
bencana.
Sekalipun penting, bukan berarti pelaksanaan koordinasi di
dalam menangani suatu bencana selalu berlangsung mulus dan tanpa
tantangan. Tantangan-tantangan tersebut, di antaranya, berkenaan
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dengan prosedur-prosedur kelembagaan (misalnya perijinan yang
lama). Kepemimpinan di dalam proses koordinasi bencana juga
merupakan salah satu tantangan tersendiri.
Semua tantangan itu tidak termasuk sebuah penghalang buat
terlaksananya penanggulangan bencana, Tapi hanya menjadi salah
satu faktor. Oleh karenanya koordinasi harus tetap berjalan, baik pada
saat terjadi bencana maupun kondisi normal. Hal ini sejalan dengan
apa yang diungkapkan oleh Koordinator Bidang kedaruratan dan
logistik. Beliau mengungkapkan bahwa :
Kami tetap melakukan koordinasi dengan semua
instansi dan organisasi bahkan melibatkan masyarakat dengan
melakukan rapat koordinasi yang melibatkan masing-masing
sepuluh orang perwakilan ditiap kecamatan, instansi
pemerintahan dan organisasi masyarakat serta pemuda
(wawancara, 22-07-2014)
Dari pernyataan beliau Nampak bahwa koordinasi yang
dibangun oleh BPBD sesuai dengan apa yang diharapkan. Koordinasi
tetap berjalan meski itu dalam kondisi aman. Namun hal tersebut
bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh salah satu
informan sebut saja inisial (AR). (AR) mengatakan bahwa :
Saya tidak pernah menemukan undangan ataupun
penyampaian rapat koordinasi dari BPBD. Seingat saya
koordinasi dengan BPBD berlangsung ketika terjadi bencana.
(wawancara, 22-07-2014)
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Pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan
informan lain sekaligus meluruskan. Sebut saja inisial (SN), (SN)
mengatakan bahwa :
Saya tidak pernah menerima undangan rapat koordinasi
namun saya pernah dihubungi melalui alat komunikasi (hp)
untuk mengikuti rapat koordinasi. Sebenarnya bukan rapat
koordinasi tapi kayak semacam penerimaan materi tentang
jalur koordinasi. Namun kegiatan tersebut saya anggap
percuma karena tidak ada tindak lanjutnya.
Saya juga pernah mencoba mengaplikasikannya pada
waktu terjadinya penemuan mayat di sungai Maros, saya
mencoba koordinasi dengan BPBD selaku koordinator kegiatan
penanggulangan dan pertolongan namun bapak tidak
merespon. Padahal waktu itu saya berharap beliau merespon
dan langsung meminta bantuan ke pihak RS. Salewangang.
Bukan hanya BPBD yang menginginkan koordinasi tapi semua
pihak, hanya saja BPBD pemegang kendali atau komando dalam hal
ini. Pada dasarnya semua pihak menginginkan terbangunnya
koordinasi yang baik.
G. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Tugas dan Fungsi
BPBD di Kabupaten Maros
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaku utama
dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Maros dalam
mengimplementasikan tugas dan fungsinya tentu akan dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor-faktor
ini harus dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku
pihak yang berperan dalam penanggulangan bencana.
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1. Faktor Pendukung
a. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Dukungan pemerintah adalah modal untuk Badan
Penanggulangan Bencana daerah. Adanya dukungan pemerintah
kabupaten dalam hal ini anggaran maka akan menunjang proses
pelaksanaan penanggulangan bencana. Seperti yang diungkapkan
oleh salah satu informan, sebut saja inisial (MU). (MU)
berpendapat bahwa :
Sebenarnya BPBD lebih enak dibandingkan dengan
organisasi yang lain (relawan) karena BPBD diberikan
anggaran oleh pemerintah kabupaten untuk menunjang
pelaksanaan penanggulangan bencana. (wawancara, 22-
07-2014)
Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya
anggaran/dukungan dari pemerintah kabupaten itu merupakan
salah satu penunjang dari terlaksananya penanggulangan banana
dengan baik.
b. Banyaknya Instansi dan Organisasi yang turut andil dalam
penanggulangan bencana
Dengan banyaknya instansi/organisasi yang turut andil
dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor
pendukung implementasi tugas dan fungsi BPBD di kabupaten
Maros. Instansi/organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber
daya manusia yang berkompoten dibidang penanggulangan
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bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan
tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang
diharapkan dari berdirinya Badan ini.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebut
saja inisial (AR). (AR) mengungkapkan bahwa :
Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana saya dan
teman – teman relawan selalu ikut serta dalam penanggulangan
bencana (PMI, PRAMUKA, HMI & organisasi lainnya). Terkadang
kami saja yang turun untuk melakukan pertolongan misalnya
dalam pertolongan/pencarian Korban tenggelam. BPBD hanya
menyiapkan peralatan pertolongan. (wawancara, 22-07-2014)
Pernyataan ini saling mendukung dengan pernyataan bapak
Ir. H. Halilintar selaku Koordinator bidang kedaruratan dan logistik
BPBD Kab. Maros. Beliau mengungkapkan bahwa :
Saya sering menurunkan relawan – relawan dari organisasi,
kami terkadang hanya menyiapkan peralatan dan konsumsi.
(wawancara, 22-07-2014)
Sangat jelas apa yang diungkapkan oleh keduanya bahwa
kehadiran organisasi yang turut andil dalam penanggulangan




a. Sumber daya manusia yang tidak berkompoten dibidang
penanggulangan bencana.
Pemilihan SDM yang kurang tepat merupakan salah satu faktor
penghambat bagi perkembangan BPBD. Sebagai lembaga baru
tentunya BPBD memilih sumber daya manusia yang mempunyai
basic penanggulangan bencana agar dapat menunjang
perkembangan BPBD.
Seperti apa yang dikatakan oleh salah satu informan sebut saja
inisial (NH). (NH) mengatakan bahwa:
BPBD harusnya memilih relawan yang mempunyai
basic penanggulangan bencana karena sebelumnya sudah
ada beberapa organisasi yang mempunyai basic
penanggulangan bencana seperti SAR, PMI & PRAMUKA
misalnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi
kekosongan. Dari pada memilih sumber daya manusia yang
mesti diberikan pelatihan ini dan itu sehingga ketika kurang
pelatihan maka yang nampak dilapangan adalah
kekacauan. (wawancara, 24-07-2014)
Dari pernyataan informan diatas bahwa sumber daya yang tidak
berkompoten dibidang penanggulangan bencana akan menjadi
salah satu faktor penghambat bagi perkembangan BPBD.
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b. Pengangkatan ketua badan yang tidak berdomisili di Kabupaten
Maros
Pengangkatan ketua badan sebenarnya tidak menjadi
sebuah masalah apakah berdomisili di Kabupaten Maros atau
tidak yang jelasnya dapat menalankan tugasnya dengan baik.
Namun karena BPBD merupakan badan yang harus siap 24 jam
maka ini menjadi sebuah masalah. Seperti yang diungkapkan oleh
salah satu informan sebut saja inisial (FR) mengatakan bahwa :
Pengangkatan ketua badan yang tidak berdomisili di
Kabupaten Maros merupakan salah satu penghambat
karena ketika terjadi bencana diluar jam kerja maka butuh
waktu untuk sampai ke maros, sedangkan bantuan dapat
dikeluarkan ketika ketua badan ada di tempat. (wawancara,
24-07-2014)
Hal diatas kemudian ditambahkan oleh informan dengan
inisial (AR) mengatakan bahwa :
Salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan
penanggulangan bencana adalah pengangkatan ketua
badan yang tidak berdomisili di Maros. Saya berpikir bahwa
ketua badan sebaiknya orang yang mengetahui persis
bagaimana itu maros. (wawancara, 22-07-2014)
Sangat jelas apa yang dikatakan oleh kedua informan
bahwa salah satu faktor penghambat adalah pengangkatan ketua
badan yang tidak berdomisili di Kabupaten Maros.
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c. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan
suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan bagi
masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana, karena
apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang
dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai
dengan rencana. Itu sebabnya sarana dan prasarana yang kurang
memadai menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan
penanggulangan bencana.
seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebut
saja inisial (SN). (SN) mengungkapkan bahwa :
saya melihat masih ada beberapa peralatan yang
harus dimiliki BPBD Kabupaten Maros untuk menunjang
proses pertolongan atau penanggulangan bencana
khususnya menyangkut penanggulangan bencana banjir
atau pertolongan di air. (wawancara, 24-07-2014)
Dari pernyataan informan diatas sangat jelas bahwa
peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD
Kabupaten Maros masih kurang memadai.
d. BPBD merupakan lembaga yang baru dibentuk
Tidak menjadi sebuah alasan bahwa BPBD merupakan unit
kerja baru sehingga pelayanan kepada korban yang terkenah
bencana menjadi sebuah hambatan. Namun hal ini bertolak
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belakang dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu informan.
Sebut saja inisial (FR). (FR) mengungkapkan bahwa :
Penyebab dari kinerja BPBD yang kurang baik, salah
satunya karena BPBD merupakan lembaga yang baru
dibentuk. Lembaga yang baru dibentuk tentunya masih
kurang akan pengetahuan dan pengalaman. Maka salah
satu solusinya memang merekrut orang yang mempunyai
basic penanggulangan bencana ketika hal itu tidak terjadi
maka BPBD akan lambat dalam pengembangan kinerja.
(wawancara, 24-07-2014)
Dari pernyataan informan diatas sangat jelas bahwa BPBD
sebagai lembaga baru merupakan salah satu faktor penghambat





Berdasarkan tinjauan dokumen dan kunjungan lapangan, terdapat
beberapa temuan-temuan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan
Implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
di Kabupaten Maros terkhusus kejadian banjir diawal tahun 2013 dengan
menjadikan dua kecamatan sebagai tempat penelitian yaitu kecamatan
camba yang identik dengan pegunungan namun merupakan banjir
terparah di kabupaten Maros dan yang ke dua kecamatan Turikale
sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Maros.
Bahwa, dalam implementasi tugas dan fungsi BPBD terdapat
beberapa permasalahan yang ditemukan oleh penulis yaitu :
1. Terkait masalah keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam
penanggulangan bencana namun keberadaannnya hampir tidak
diketahui masyarakat.
2. Terkait masalah keberadaan posko penanggulangan bencana yang
didirikan dimasing-masing kecamatan yang sudah berusia kurang
lebih satu tahun dan sampai sekarang belum diketahui oleh
masyarakat terkait keberadaannnya.
3. Terkait masalah sumber daya manusia yang tidak berkompoten (tidak
memiliki basic penanggulangan bencana) padahal Kabupaten Maros
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mempunyai organisasi yang berkompoten dibidang penanggulangan
bencana seperti SAR, PMI, PRAMUKA dan lain-lain.
4. Terkait masalah koordinasi yang dibangun oleh BPBD selaku Badan
yang mengomandoi organisasi lain namun koordinasi baru terbangun
ketika bencana terjadi.
5. Terkait masalah Sarana dan prasarana yang kurang memadai
padahal dukungan pemerintah kabupaten sangat luar biasa.
Jadi, implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah di Kabupaten Maros masih belum optimal bahkan
hampir sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Untuk perekrutan relawan selanjutnya sebaiknya diambil dari
beberapa organisasi yang dianggap telah berkompoten dibidang
penanggulangan bencana atau paling tidak memilih sumber daya
manusia yang berkompoten dalam hal ini.
2. Disetiap organisasi yang berkordinasi dengan BPBD sebaiknya
mempunyai minimal satu HT sehingga dapat mempermudah
koordinasi dan komunikasi.
3. Sebagai badan yang baru dibentuk sebaiknya lebih mempertajam
koordinasi dengan organisasi lain, agar dapat belajar dan berbagi
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pengalaman dengan organisasi yang sudah lama terjun dibidang
penanggulangan bencana.
4. Sebaiknya dalam penyaluran bantuan / logistik, BPBD terjun langsung
ke masyarakat agar BPBD mengetahui keadaan dan kebutuhan
masyarakat. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya





1. Apakah bapak asli penduduk sini?
2. Sejak tahun berapa bapak mulai tinggal di tempat ini?
3. Apakah bapak / ibu juga ikut menyaksikan kejadian banjir diawal tahun
2013?
4. Selama bapak / ibu tinggal disini sudah berapa kali terjadi banjir besar
seperti kejadian banjir diawal tahun 2013?
5. Apakah Bapak / Ibu adalah salah satu korban bencana banjir yang terjadi
diawal tahun 2013?
6. Apakah Bapak / Ibu mengetahui apa itu BPBD?
7. Sesuai apa yang Bapak / Ibu lihat pada waktu itu, Bagaimanakah kinerja
BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
8. Bisakah Bapak/Ibu menyebutkan tugas dan fungsi BPBD yang bapak/Ibu
ketahui?
9. Pada saat itu, apakah Bapak/Ibu merasakan keberadaan BPBD?
10.Melihat situasi pada waktu itu kira – kira factor – factor ap yang dapat
mempengaruhi tugas dan fungsi BPBD?





1. Apakah saudara turut andil dalam penanggulangan bencana banjir diawal
tahun 2013?
2. Apakah yang saudara lakukan pada waktu itu?
3. Apakah saudara berkoordinasi dengan instansi lain?
4. Apakah saudara berada diposko PB mulai awal sampai akhir, Mengapa?
5. Apakah saudara mengetahui apa itu BPBD?
6. Sesuai apa yang saudara lihat pada waktu itu, Bagaimanakah kinerja
BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
7. Bisakah saudara menyebutkan tugas dan fungsi BPBD yang saudara
ketahui?
8. Pada saat itu, apakah BPBD sebagai perpanjangan tangan pemerintah
betul menjadi nahkoda untuk semua instansi yang turut andil dalam
penanggulangan bencana? Jika tidak seperti apa yang saudara lihat?
9. Melihat situasi pada waktu itu kira – kira factor – factor apa yang dapat
mempengaruhi tugas dan fungsi BPBD?
10.Apakah Harapan saudara untuk BPBD dimasa mendatang?
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